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'BUPATI SIMEULUE,

bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus
untuk kesejahteraan umim sebagaimana diamanahkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan
yang berwawasan lingkungan hidup;

bahwa untuk kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan
hidup yang serasi, selares dan seimbang guna menunjang pembangunan
yang berkelanjutan yang herwawasan lingkungan hidup;

bahwa berdasarkan pertiribangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup ( Lembaran Neg:ra Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahua 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3893); '

Undang—Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Neg:ara Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Le:nbaran Negara Nomor 43 89);




6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Republik Indonesia
Nomor Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah -diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahiun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2008 Nomor 59);

7. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indohesia Tahun 2004 Nomior 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahur 198! tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
+ Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum L aerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukim Daerah;

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2000
tentang Pedoman pelaksanaan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemaritavan Lingkungan Hidup (UPL);

14, Keputusan Menteri Linzkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2000 tentang Svsunan Keanggotaan Komisi Penilaian dan Tim
Teknis Analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

[5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Xomisi Penilaian dan Tim
Teknis Analisis mengenzi Dampak lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan
Peraturan Daerah;

17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
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Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : '
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Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Bupati adalah Bupati Simeulue;

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalay Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue
yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue; -

Sekretaris Diacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk
hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan
kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya; _

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijaksanaan, penatian, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendalian lingkungan hidup;

Pembangunan berkelanjutan, yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya dasar dan
terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses
pembangunan untuk menjamin kemampuar:, kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini
dengan generasi masa depan,

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi
kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan ataw dampak negatif yang
ditimbulkan suatu kegiatan agar tetap maripu mendukung kehidupan manusia dan mahluk
hidup lainnya;

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup
tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

Pencemaran lingkungan hidup adalah mesuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat,
energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak
berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau ke ziatan;

Bahan berbahaya dan/atau beracun adalah satiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi dan
jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan danfatau
merusak lingkungan Hidup; :

Limbah bahan berbahaya dan/atau beracun: adalah sisa svatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan
jumlahnya baik secara langsung maupur tidak langsung dapat mencemarkan dan atau
merusak lingkungan hidup, keschatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup
lainnya;

Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang atau badan hukum.
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RUANG LINGKUP
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Ruang lingkup Qanun Kabupaten Simeulu: tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini
mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten <ampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan,
dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.




